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1. Introduction 
Hate speech is one of the significant topics of discussion related to social media analysis. It is mainly 

associated with the freedom of users to share content and opinions on existing social media platforms. 
Freedom of opinion in social media has also led to an increase in the number of hate speech through 
social media. This increase is one of the challenges faced by the government in uncovering influential 
actors of hate speech on social media and issuing a legal law in the form of the Information and 
Transaction Law of Electronics (UU ITE). One of the methods used to uncover influential actors is the 
centrality measure, which means the vital node in a network. It represents the influence of a person 
whose presence on the network tends to dominate others. There are numerous benefits associated with 
detecting actors on the network, such as explaining the network's dynamics. Some of the traditional 
methods widely used to detect the influence of a node in a network include Betweenness Centrality 
(BC), Degree Centrality (DC), and Closeness Centrality (CC) [1]. These metrics are evaluated according 
to the number of node connections, relationship with neighbours, and the path that crosses the node 
[2]. DC only looks at the target node's information  with low accuracy and time complexity [3]. DC and 
CC have a better result than BC, which has high time complexity [4]. Other methods include Cross-
Face Centrality [5]. Rahim et al. [6] collaborated centrality and similarity measurements used for friendly 
recommendation. Detection of the central or influential actors in a network is mainly out on social 
media, such as Twitter [7]–[12]. Besides, influential actors implement other fields, such as, cybercrime 
[13]–[15] and e-commerce [16]. 
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ARTICLE INFO ABSTRAK

Keselamatan kapal perikanan menjadi aspek krusial dalam menjaga keberlanjutan sektor perikanan, khususnya 

di Kepulauan Riau yang kaya akan sumber daya kelautan. Kapal perikanan kecil, sebagai tulang punggung 

industri perikanan, menghadapi tantangan serius terkait registrasi dan penertiban. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam registrasi kapal kecil di Kepulauan Riau, menganalisis peraturan serta 

implementasinya, mengevaluasi peran Pemerintah Daerah dalam penertiban kapal perikanan, dan merumuskan 

rekomendasi guna meningkatkan keselamatan kapal perikanan di wilayah tersebut secara komprehensif. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan 

pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual akan digunakan untuk mengidentifikasi konsep-

konsep dasar terkait keselamatan kapal perikanan dan registrasi kapal kecil di wilayah Kepulauan Riau. Analisis 

menunjukkan bahwa registrasi kapal kecil di Kepulauan Riau menghadapi berbagai tantangan, termasuk kendala 

administratif, kurangnya pemahaman masyarakat nelayan, dan kurangnya infrastruktur pendukung. Pemerintah 

Daerah Kepulauan Riau telah mengambil langkah-langkah strategis seperti implementasi sistem OSS (Online 
Single Submission), dan pelayanan perizinan berbasis risiko yang memastikan bahwa kapal yang lebih kecil atau 

berisiko rendah dapat lebih mudah mendapatkan izin, sementara kapal dengan potensi risiko yang lebih besar 

perlu mematuhi persyaratan yang lebih ketat (Peraturan Gubernur Kepulauan Riau nomor 17 tahun 2023) namun 

implementasi masih dihadapkan pada tantangan sumber daya manusia dan teknologi. Rekomendasi diberikan 

untuk meningkatkan efektivitas registrasi kapal, penertiban, dan keselamatan kapal perikanan secara keseluruhan.

Kata Kunci: keselamatan kapal perikanan; registrasi kapal kecil; Kepulauan Riau; peraturan perikanan;  
                    penertiban kapal perikanan

ABSTRACT

Fishing vessel safety is a crucial aspect in maintaining the sustainability of the fisheries sector, especially in the Riau 
Islands which are rich in marine resources. Small fishing vessels, as the backbone of the fishing industry, face serious 
challenges regarding registration and regulation. This research aims to explore the challenges and opportunities in small 
vessel registration in the Riau Islands, analyze regulations and their implementation, evaluate the role of Regional 
Government in controlling fishing vessels, and formulate recommendations to comprehensively improve the safety of 
fishing vessels in the region. The research method used is a normative juridical method using a conceptual approach 
and a statutory approach. A conceptual approach will be used to identify basic concepts related to fishing vessel safety 
and small vessel registration in the Riau Islands region. Analysis shows that small vessel registration in the Riau Islands 
faces various challenges, including administrative obstacles, lack of understanding of fishing communities, and lack of 
supporting infrastructure. The Riau Islands Regional Government has taken strategic steps such as implementing an 
OSS system (Online Single Submission), and risk-based licensing services which ensure that smaller or low-risk vessels 
can more easily obtain permits, while vessels with greater potential risks need to comply with stricter requirements (Riau 
Islands Governor Regulation number 17 of 2023) However, implementation is still faced with human resource and 
technological challenges. Recommendations are provided to improve the effectiveness of vessel registration, control and 
overall safety of fishing vessels.

Keywords:  fishing vessel safety; small vessel registration; Riau Islands; fishery regulations; fishing vessel control
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PENDAHULUAN

Kepulauan Riau (Kepri) merupakan salah satu 

wilayah maritim di Indonesia yang memiliki peran 

strategis dalam kegiatan pelayaran dan perikanan. 

Keberagaman pulau dan kehidupan laut yang kaya 

membuatnya menjadi pusat aktivitas kelautan  

yang intens. Potensi perikanan di kepulauan  

Riau adalah salah satu yang terbesar di Indonesia 

(Aryani, 2021) diperkirakan wilayah perairan laut 

Kepulauan Riau memiliki potensi sumber daya 

ikan sebesar 860.650,11 ton/tahun meliputi ikan 

pelagis besar sejumlah 53,802.34 ton/tahun, ikan 

pelagis kecil sejumlah 506.025.30 ton/tahun, ikan 

demersal sejumlah 272.594,16 ton/tahun, ikan 

karang sejumlah 17.562.29 ton/tahun, lainnya 
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(cumi, udang, lobster) sejumlah 10.666,02 ton/

tahun. Sementara, dengan pendekatan hasil survei 

kapal riset MV. SEAFDEC tahun 2006 diperkirakan 

total potensi sumber daya ikan di perairan laut Kepri 

sebesar 689.345.17 ton/tahun terdiri dari ikan pelagis 

besar sejumlah 16.48329 ton/tahun, ikan pelagis 

kecil sejumlah 14630934 ton/tahun, ikan demersal 

sejumlah 491.653,06 ton/tahun, Krustase (Udang, 

Kepiting, Rajungan, Lobster, Mantis) sejumlah 

4402,70 ton/tahun, Moluska (Cumi, Sotong, Gurita) 

sejumlah 30.496,77 ton/tahun.Potensi perikanan 

tangkap di Provinsi Kepulaun Riau terbesar berada 

di perairan Natuna dengan tingkat pemanfaatan 

baru mencapai 4-6% dari total potensi Kabupaten 

Natuna sebesar 504.212,85 ton/tahun [58,59% dari 

total potensi Provinsi Kepulauan Riau) , diikuti 

Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas, 

dan Kabupaten Lingga (Potensi Kepri – Barenlitbang 
Kepri). Komoditas perikanan pesisir dan laut yang 

sudah di kembangkan secara umum di Provinsi 

Kepulauan riau adalah budidaya kakap, bandeng, 

kerang dara, dan kepiting, baik budidaya yang sudah 

modern maupun secara tradisional. 

Potensi perikanan dan kelautan di wilayah 

perbatasan Kepri dengan negara tetangga juga sangat 

beragam, seperti perikanan tangkap, budidaya, 

hingga wisata Bahari. Akan tetapi, kondisi wilayah 

Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan 

laut lepas dan beberapa negara tetangga tersebut 

menyebabkan wilayah ini memiliki masalah 

perikanan dan kelautan yang kompleks mulai dari 

masalah teknis, ekonomi, sosial, hingga lingkungan.

Perikanan di kepulauan Riau didominasi 

oleh nelayan Lokal dan nelayan asing, di wilayah 

laut kepri, nelayan lokal menggunakan jenis 

kapal yang bervariatif ukurannya (Medendehe, 

2021). Kapal-kapal yang berukuran kecil, menjadi 

salah satu pilihan kendaraan untuk nelayan lokal 

menangkap ikan baik untuk dikonsumsi sehari-

hari, ataupun dijual. Kapal-kapal kecil ini memiliki 

salah satu persamaan yang menjadi masalah, yaitu 

tidak teregistrasi, berlayar tanpa izin menangkap  

ikan ataupun dengan kapal yang tidak terdaftar 

(Silviani, 2021).

hingga saat ini saat ini tidak terserdia data 

spesifik mengenai jumlah kapal perikanan berikuran 

kecil yang teregistrasi di Kepulauan Riau. Hal ini 

menjadikan Kepri sebagai salah satu provinsi dengan 

tingkat perikanan tertinggi, namun hal tersebut 

berbanding lurus dengan tingkat kecelakaan kapal 

yan terjadi di wilayah perairannya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh  

(Bauana, 2022) menunjukkan bahwa sistem  

informasi klasifikasi di Kantor Dinas Kelautan 

Provinsi Nusa Tenggara Timur belum optimal. 

Masih terdapat banyak kekurangan dalam penerapan 

sistem klasifikasi, terutama dalam mengelompokkan 

kapal penangkap ikan. Pencarian file klasifikasi  

untuk jenis kapal penangkap ikan juga tidak sesuai 

dengan kebutuhan, dan proses pengklasifikasian 

kapal masih belum memadai, terutama dalam 

menilai berat kapal serta standarisasi kapal dan 

kelayakannya. Kemudian (Bauana) mengusulkan 

solusi berupa perancangan sistem informasi klasifikasi 

kapal penangkap ikan berbasis web untuk Dinas  

Kelautan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Solusi ini 

bertujuan mengatasi masalah pengelompokan jenis 

kapal penangkap ikan dan menerapkan standarisasi 

kapal berdasarkan beratnya. Keuntungan dari 

penerapan teknologi informasi dalam klasifikasi  

jenis kapal penangkap ikan adalah dapat 

mengelompokkan setiap jenis kapal ikan 

berdasarkan standar, kelayakan, dan bobotnya, 

sehingga informasi dapat ditemukan dengan lebih 

mudah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

(Hana et al., 2022) menunjukkan bahwa terdapat 

beberapa peraturan perundang-undangan terkait 

pendaftaran kapal di Indonesia, antara lain Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran, khususnya dalam Bagian keenam yang 

mengatur tentang Status Hukum Kapal (Pasal 158 

hingga Pasal 161). Selain itu, regulasi tersebut juga 

dijabarkan dalam beberapa peraturan pelaksanaan 

seperti Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 

2002 tentang Perkapalan dan Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang 

Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal. Secara umum, 

pendaftaran kapal bertujuan agar setiap kapal dapat 

diidentifikasi sepanjang masa operasionalnya. Oleh 

karena itu, setiap perubahan atas nama, pemilikan, 

ukuran, dan spesifikasi kapal, serta tanda-tanda 

lainnya, harus secara jujur dilaporkan kepada pejabat 

pendaftaran kapal di tempat kapal didaftarkan.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian 

Perhubungan, pada tahun 2022 terjadi 16 kecelakaan 

kapal di Kepri. Kecelakaan tersebut menyebabkan 

13 orang meninggal dunia dan 10 orang luka-

luka. Kecelakaan kapal di Kepri didominasi oleh 

kapal kecil, seperti kapal nelayan dan kapal wisata. 

Kapal yang berukuran lebih kecil memiliki risiko 

kecelakaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

kapal berukuran besar.

Sebagai contoh, dalam sepekan pada bulan 

Agustus 2023, tercatat empat insiden kecelakaan 

kapal laut kecil di wilayah Kepulauan Riau. Salah 
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1. Introduction 
Hate speech is one of the significant topics of discussion related to social media analysis. It is mainly 

associated with the freedom of users to share content and opinions on existing social media platforms. 
Freedom of opinion in social media has also led to an increase in the number of hate speech through 
social media. This increase is one of the challenges faced by the government in uncovering influential 
actors of hate speech on social media and issuing a legal law in the form of the Information and 
Transaction Law of Electronics (UU ITE). One of the methods used to uncover influential actors is the 
centrality measure, which means the vital node in a network. It represents the influence of a person 
whose presence on the network tends to dominate others. There are numerous benefits associated with 
detecting actors on the network, such as explaining the network's dynamics. Some of the traditional 
methods widely used to detect the influence of a node in a network include Betweenness Centrality 
(BC), Degree Centrality (DC), and Closeness Centrality (CC) [1]. These metrics are evaluated according 
to the number of node connections, relationship with neighbours, and the path that crosses the node 
[2]. DC only looks at the target node's information  with low accuracy and time complexity [3]. DC and 
CC have a better result than BC, which has high time complexity [4]. Other methods include Cross-
Face Centrality [5]. Rahim et al. [6] collaborated centrality and similarity measurements used for friendly 
recommendation. Detection of the central or influential actors in a network is mainly out on social 
media, such as Twitter [7]–[12]. Besides, influential actors implement other fields, such as, cybercrime 
[13]–[15] and e-commerce [16]. 
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satu kejadian melibatkan kapal motor (KM) Mekar 

Sari 02, sebuah kapal ikan berukuran 27 GT 

yang diawaki oleh 15 orang. Kapal ini mengalami 

kecelakaan akibat cuaca buruk dan gelombang 

tinggi, yang menyebabkan kapal karam di perairan 

dekat Pulau Lalang, Kecamatan Singkep Selatan, 

Kabupaten Lingga. Berdasarkan keterangan Kepala 

Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Lingga, cuaca ekstrem menjadi faktor 

utama penyebab insiden tersebut. Kapal tersebut 

diketahui berangkat dari Kabupaten Karimun 

menuju perairan Lingga untuk melakukan aktivitas 

penangkapan ikan. (Wiyoga, 2023). Walau kapal ini 

tidak masuk ke golongan kapal perikanan berukuran 

kecil dibawah 7 GT, namun

Contoh lainnya yakni pada Juli 2022, sebuah 

kapal nelayan mengalami kerusakan mesin di 

perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kapal 

dengan kapasitas 3 gross ton (GT) yang diawaki oleh 

tiga nelayan berhasil diselamatkan oleh tim Badan 

SAR Nasional (Basarnas) Natuna pada malam hari 

tanggal 10 Juli 2022. Kapal tersebut ditemukan 

oleh tim SAR dan dievakuasi ke pelabuhan Pering 

di Bunguran Timur, Ranai, Natuna. Para nelayan 

berasal dari Desa Tapau, Kecamatan Bunguran 

Tengah, dan keseluruhan proses evakuasi berjalan 

dengan lancar. (Kurniawan, 2022).

Berdasarkan paparan tersebut diatas, dapat 

dikatakan bahwa latar belakang permasalahan 

kecelakaan kapal di Kepulauan Riau disebabkan oleh 

beberapa faktor utama yaitu faktor cuaca, Faktor 

SDM yang belum tersertifikasi dalam membawa 

kapal, dan faktor kesiapan mesin dan awak kapal 

yang seringkali disepelekan oleh para nelayan. Hal 

tersebut menunjukkan perlunya evaluasi mendalam 

terhadap sistem registrasi kapal dan peraturan 

yang ada, serta peran Pemerintah Daerah dalam 

penertiban dan pengawasan kapal perikanan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi 

tantangan dan peluang dalam registrasi kapal 

kecil di Kepulauan Riau, menganalisis peraturan 

terkait kapal perikanan serta implementasinya, 

mengevaluasi peran Pemerintah Daerah dalam 

penertiban kapal perikanan, dan merumuskan 

rekomendasi guna meningkatkan keselamatan kapal 

perikanan di wilayah tersebut secara komprehensif. 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat 

dihasilkan pemahaman yang lebih mendalam 

terkait tantangan dan prospek untuk meningkatkan 

keselamatan pelayaran kapal perikanan berukuran 

kecil di Kepulauan Riau serta solusi untuk 

mengantisipasi kerugian karena kecelakaan 

kapal. Penelitian ini juga dapat memberikan 

kontribusi positif terhadap kebijakan pemerintah 

dalam meningkatkan keselamatan maritim dan 

perlindungan lingkungan di wilayah kepulauan yang 

begitu vital ini.

Salah satu aspek yang akan ditekankan 

dalam penelitian ini adalah peran registrasi kapal 

kecil dalam mengurangi risiko kecelakaan dan 

meningkatkan efisiensi manajemen keamanan 

maritim. Kendala-kendala yang dihadapi masyarakat 

dalam mendaftarkan kapal kecil akan diidentifikasi 

untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang 

tantangan yang perlu diatasi. Sebagaimana 

Pengaturan mengenai registrasi kapal perikanan 

juga tunduk pada rezim Undang-Undang Pelayaran 

nomor 17 Tahun 2008, maka pendaftaran kapal 

perikanan yang diatur melalui Undang-Undang 

Nomor 45 Tahun 2009 Juncto. Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan 

dalam hal aspek keselamatan serta keamanan 

pelayaran, pendaftaran kapal perikanan tunduk 

pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 

tentang Pelayaran ini.

Penulis berkonsentrasi terhadap peran 

pemerintah daerah Kepulauan Riau dalam 

mengimplementasikan aturan pendaftaran atau 

registrasi kapal perikanan untuk mendukung 

keselamatan kegiatan perikanan di Kepulauan Riau, 

karena registrasi kapal perikanan diharapkan dapat 

menjadi cara pemerintah daerah menjangkau nelayan 

dengan kapal berukuran kecil dari perspektif legal 

sehingga tidak hanya untuk mencapai keselamatan 

perikanan, namun juga untuk mencegah kegiatan 

perikanan yang disertai pelanggaran lainnya atau 

tindak kejahatan di laut. 

Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode yuridis normatif 

dengan menggunakan pendekatan konseptual dan 

pendekatan perundang-undangan. Pendekatan 

konseptual akan digunakan untuk mengidentifikasi 

konsep-konsep dasar terkait keselamatan kapal 

perikanan dan registrasi kapal kecil di wilayah 

Kepulauan Riau. Analisis konseptual ini akan 

membantu memahami kerangka konseptual  

hukum dan normatif yang mengatur aspek 

keselamatan pelayaran dan registrasi kapal  

perikanan kecil di konteks geografis yang  

kompleks, seperti kepulauan. Selain itu, pendekatan 

perundang-undangan akan diterapkan untuk 

mengkaji secara kritis peraturan-peraturan yang  

ada di tingkat daerah Kepulauan Riau terkait 

keselamatan kapal perikanan dan registrasi kapal 

kecil. Hal ini melibatkan analisis teks perundang-

undangan, peraturan daerah, serta kebijakan 

pemerintah terkait untuk memahami substansi 

hukum yang berlaku.
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Selanjutnya dalam metode penelitian ini adalah 

penelitian hukum normatif dengan melakukan 

penyempurnaan implementasi peraturan di 

daerah Kepulauan Riau. Penelitian ini didukung 

dengan pendekatan konseptual dan pendekatan 

perundang-undangan akan memberikan 

pemahaman mendalam tentang kerangka hukum 

yang mengatur keselamatan kapal perikanan 

dan registrasi kapal kecil. Dengan demikian, 

penelitian akan fokus pada evaluasi implementasi 

peraturan-peraturan tersebut di tingkat daerah, 

mengidentifikasi hambatan-hambatan yang 

mungkin terjadi, serta merumuskan usulan-usulan 

perbaikan dan perbaikan yang dapat diterapkan. 

Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan 

pandangan holistik tentang tantangan dan prospek 

terkait registrasi kapal kecil dalam meningkatkan 

keselamatan pelayaran kapal perikanan di 

Kepulauan Riau. Selain itu, melibatkan aspek 

implementasi peraturan daerah dapat memberikan 

kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas 

dan keberlanjutan regulasi yang ada.  

Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian 

ini juga menggunakan data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh melalui 

wawancara mendalam dengan nelayan, perwakilan 

pemerintah daerah, dan ahli hukum maritim di 

Kepulauan Riau. Wawancara ini diharapkan dapat 

memberikan pemahaman tentang pandangan, 

pengalaman, serta persepsi mereka terhadap 

registrasi kapal kecil dan keselamatan kapal 

perikanan. Observasi langsung dilakukan untuk 

memahami lebih baik proses registrasi kapal kecil 

di lapangan. Sementara itu data sekunder akan 

diperoleh dari analisis dokumen terkait peraturan, 

kebijakan, dan laporan terdahulu terkait 

keselamatan pelayaran dan registrasi kapal kecil di 

wilayah Kepulauan Riau. Gabungan data primer 

dan sekunder diharapkan dapat memberikan 

gambaran yang komprehensif dan mendalam 

mengenai tantangan dan prospek registrasi kapal 

kecil dalam meningkatkan keselamatan kapal 

perikanan di Kepulauan Riau.

Dalam menghadapi tantangan dan prospek registrasi 

kapal kecil di Kepulauan Riau terkait keselamatan 

kapal perikanan, penelitian ini menerapkan 

analisis data kualitatif. Setelah data terkumpul 

analisis data kualitatif akan dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan tema dan analisis 

naratif (Sugiyono, 2017). Data dikategorikan ke 

dalam tema-tema utama yang muncul kemudian 

akan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi 

pola, tantangan, dan prospek yang muncul 

dalam implementasi registrasi kapal kecil di 

Kepulauan Riau. Pendekatan ini diharapkan 

dapat memberikan pemahaman mendalam 

terhadap pandangan, persepsi, dan pengalaman 

serta memperkaya pemahaman tentang dinamika 

peraturan dan kebijakan di lapangan, serta 

memberikan dasar yang kuat untuk menyusun 

rekomendasi kebijakan yang relevan.

1.	 Tinjauan Hukum Internasional Terkait 
Kebangsaan Kapal (Berdasarkan UNCLOS 
1982)

Hukum Internasional telah mengatur 

sejumlah aspek yang berkaitan dengan kebangsaan 

kapal, dengan UNCLOS 1982 sebagai kerangka 

hukum utama yang memberikan pedoman terperinci 

dalam hal ini. Pembahasan ini akan membahas 

tiga aspek utama terkait kebangsaan kapal, yaitu 

kebangsaan kapal, jenis-jenis kapal, dan peran kapal 

perikanan dalam konteks Hukum Internasional.

a. Kebangsaan Kapal

Menurut (Sara et al., 2022) Kebangsaan 

kapal merupakan suatu konsep yang berkaitan erat 

dengan kedaulatan suatu negara atas perairan yang 

berdekatan dengan wilayahnya. UNCLOS 1982 

menyediakan kerangka hukum yang jelas terkait 

kebangsaan kapal. Menurut ketentuan UNCLOS, 

setiap negara memiliki hak penuh terhadap kapal 

yang terdaftar di bawah bendera nasionalnya. Hak 

ini mencakup hak untuk menentukan syarat-

syarat pendaftaran kapal, mengatur prosedur 

pemberian bendera, dan membatalkan pendaftaran 

kapal jika kapal tersebut tidak memenuhi syarat-

syarat tertentu. Prinsip kebangsaan kapal memiliki 

dampak signifikan terhadap yurisdiksi suatu negara 

atas kapal yang benderanya ia bawa. Hal ini sejalan 

dengan gagasan bahwa kapal membawa kedaulatan 

negara yang mendaftarkannya, dan negara tersebut 

bertanggung jawab atas kegiatan kapalnya di laut 

internasional. Oleh karena itu, kebangsaan kapal 

bukan hanya merupakan tanda identitas, tetapi juga 

menentukan kewajiban dan tanggung jawab hukum 

yang harus dipatuhi oleh pemilik dan awak kapal.

b. Jenis-jenis Kapal

UNCLOS 1982 tidak hanya mengatur hak 

dan kewajiban terkait kebangsaan kapal, tetapi juga 

mengklasifikasikan jenis-jenis kapal berdasarkan 

karakteristik dan fungsinya (Arif & Qiram, 2022). 

Klasifikasi ini memberikan dasar untuk regulasi yang 

lebih spesifik terkait setiap jenis kapal. Beberapa 

jenis kapal yang diakui dalam UNCLOS meliputi 
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kapal niaga, kapal perang, dan kapal negara. Kapal 

niaga adalah kapal yang digunakan untuk kegiatan 

komersial atau perdagangan. UNCLOS 1982 

memberikan hak lalu lintas damai bagi kapal-kapal 

niaga di laut internasional, tetapi juga mengatur hak 

dan kewajiban yang berkaitan dengan keamanan dan 

perlindungan lingkungan. Kapal perang, sebaliknya, 

tunduk pada hukum laut perang dan memiliki hak 

istimewa tertentu, seperti kebebasan navigasi di laut 

teritorial dan zona ekonomi eksklusif. UNCLOS 

juga memberikan definisi dan regulasi khusus untuk 

kapal-kapal tertentu, seperti kapal transportasi dan 

kapal penangkap ikan. Pengaturan ini mencakup 

tanggung jawab negara bendera terkait dengan 

pengawasan dan perlindungan kapal-kapal tersebut, 

serta tata cara penangkapan ikan yang berkelanjutan 

untuk kapal perikanan.

c. Kapal Perikanan dalam Hukum Internasional

Kapal perikanan memainkan peran penting 

dalam ekonomi dan ketahanan pangan banyak  

negara, dan UNCLOS 1982 memberikan 

perhatian khusus terhadap pengelolaan sumber 

daya ikan (Pahlawan, 2021). Pasal 56 UNCLOS 

memberikan hak eksklusif kepada negara pantai 

untuk memanfaatkan sumber daya ikan di zona 

ekonomi eksklusif (ZEE) yang dapat mencapai 200 

mil laut dari garis pangkal. Negara-negara pantai 

juga memiliki hak untuk mengatur dan mengelola 

kegiatan penangkapan ikan di dalam ZEE mereka. 

Penting untuk dicatat bahwa UNCLOS 1982 

memberikan tanggung jawab kepada negara 

bendera kapal perikanan untuk mengawasi kegiatan 

penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal-

kapal yang benderanya mereka bawa. Hal ini 

terkait dengan konsep tanggung jawab nasional 

dan kewajiban negara bendera untuk memastikan 

bahwa kapal yang berlayar di bawah bendera mereka 

mematuhi peraturan-peraturan internasional terkait 

pelestarian sumber daya ikan dan perlindungan 

lingkungan maritim.

Dalam konteks kapal perikanan kecil yang 

sering kali beroperasi di perairan kepulauan, 

tantangan muncul terkait penegakan hukum dan 

pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan. 

Penelitian dan koordinasi antarnegara diperlukan 

untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa 

kapal perikanan kecil juga dapat berkontribusi pada 

pelestarian sumber daya ikan dan keberlanjutan 

sektor perikanan.

Dalam tinjauan hukum internasional terkait 

kebangsaan kapal berdasarkan UNCLOS 1982, 

dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum ini 

memberikan dasar yang kokoh untuk mengatur 

berbagai aspek keberadaan dan operasi kapal di laut 

internasional. Prinsip kebangsaan kapal memberikan 

kedaulatan kepada negara yang mendaftarkan 

kapal tersebut, sementara klasifikasi jenis-jenis 

kapal memberikan dasar hukum untuk regulasi 

yang spesifik. Dalam konteks kapal perikanan, 

UNCLOS menetapkan hak dan kewajiban negara 

pantai serta negara bendera kapal perikanan. Hal 

ini mencerminkan kepentingan global dalam 

pelestarian sumber daya ikan dan perlindungan 

lingkungan laut. Oleh karena itu, implementasi 

dan penegakan hukum yang efektif menjadi kunci 

dalam menjaga keberlanjutan sektor perikanan dan 

mengatasi tantangan yang dihadapi, terutama oleh 

kapal perikanan kecil di perairan kepulauan.

2. Tinjauan Yuridis Terkait Pendaftaran Kapal   
  Perikanan di Indonesia

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran (UU Pelayaran) merupakan landasan 

hukum yang mendasar dalam mengatur berbagai 

aspek terkait kapal di perairan Indonesia. Dalam 

tinjauan yuridis, peran UU Pelayaran terhadap 

kapal di Indonesia mencakup aspek kedaulatan, 

keselamatan, dan lingkungan (Ambanaga, 2023). 

UU Pelayaran menegaskan konsep bahwa kapal yang 

beroperasi di perairan Indonesia adalah perwakilan 

kedaulatan negara. Sebagai alat transportasi dan 

sarana ekonomi, kapal yang berbendera Indonesia 

melambangkan tanggung jawab hukum dan kontrol 

dari pemerintah terhadap kapal tersebut. Konsep 

kedaulatan ini membantu menjaga keberlanjutan 

pengelolaan sumber daya laut dan memberikan 

dasar hukum bagi intervensi negara jika terjadi 

pelanggaran hukum.

Kapal didefinisikan sebagai “setiap jenis 

perahu atau alat berlayar yang dapat digerakkan 

oleh angin, mesin, atau tenaga lainnya.” Definisi 

ini mencakup berbagai jenis kapal, termasuk kapal 

perikanan, yang berperan penting dalam mencukupi 

kebutuhan pangan Masyarakat (Oktavian, 2021). 

Oleh karena itu, UU Pelayaran memberikan landasan 

hukum untuk mengatur berbagai aspek operasional, 

keselamatan, dan perlindungan lingkungan yang 

terkait dengan kapal di Indonesia. UU Pelayaran 

juga menetapkan standar keselamatan yang harus 

dipatuhi oleh kapal. Hal ini mencakup persyaratan 

terkait peralatan keselamatan, struktur kapal, dan 

kualifikasi awak kapal. Standar ini bertujuan untuk 

melindungi nyawa dan harta benda, serta menjaga 

integritas kapal dalam berbagai kondisi operasional 

di laut. Oleh karena itu, UU Pelayaran menjadi 

instrumen kunci dalam menciptakan lingkungan 

maritim yang aman dan teratur.
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1. Introduction 
Hate speech is one of the significant topics of discussion related to social media analysis. It is mainly 

associated with the freedom of users to share content and opinions on existing social media platforms. 
Freedom of opinion in social media has also led to an increase in the number of hate speech through 
social media. This increase is one of the challenges faced by the government in uncovering influential 
actors of hate speech on social media and issuing a legal law in the form of the Information and 
Transaction Law of Electronics (UU ITE). One of the methods used to uncover influential actors is the 
centrality measure, which means the vital node in a network. It represents the influence of a person 
whose presence on the network tends to dominate others. There are numerous benefits associated with 
detecting actors on the network, such as explaining the network's dynamics. Some of the traditional 
methods widely used to detect the influence of a node in a network include Betweenness Centrality 
(BC), Degree Centrality (DC), and Closeness Centrality (CC) [1]. These metrics are evaluated according 
to the number of node connections, relationship with neighbours, and the path that crosses the node 
[2]. DC only looks at the target node's information  with low accuracy and time complexity [3]. DC and 
CC have a better result than BC, which has high time complexity [4]. Other methods include Cross-
Face Centrality [5]. Rahim et al. [6] collaborated centrality and similarity measurements used for friendly 
recommendation. Detection of the central or influential actors in a network is mainly out on social 
media, such as Twitter [7]–[12]. Besides, influential actors implement other fields, such as, cybercrime 
[13]–[15] and e-commerce [16]. 
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Menurut (Suharnata, 2023) Kapal dilarang 

untuk membuang limbah atau bahan pencemar 

lainnya ke laut tanpa izin. Hal ini sejalan dengan 

komitmen Indonesia dalam menjaga keberlanjutan 

ekosistem laut dan melindungi lingkungan maritim 

dari dampak negatif kegiatan kapal. Dengan 

demikian UU Pelayaran memiliki peran sentral 

dalam memberikan dasar hukum untuk pengelolaan 

kapal di Indonesia. Melalui ketentuan-ketentuannya, 

UU Pelayaran membantu menjaga kedaulatan 

negara, meningkatkan keselamatan pelayaran, dan 

mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan dalam 

pengelolaan sumber daya laut.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan (UU Perikanan) menjadi dasar hukum 

penting dalam mengatur kegiatan perikanan di 

Indonesia, termasuk operasional dan pengelolaan 

kapal perikanan. Dalam perspektif yuridis, UU 

Perikanan memberikan kerangka kerja yang 

komprehensif untuk mengelola kapal perikanan, 

dengan fokus pada aspek-aspek seperti perlindungan 

sumber daya ikan, keberlanjutan perikanan, dan 

tanggung jawab sosial kapal (Afandi et al., 2022).

1. Izin operasional kapal perikanan 

Setiap kapal perikanan diwajibkan memiliki 

izin untuk beroperasi, yang diperoleh melalui 

proses pendaftaran dan pemenuhan standar yang 

ditetapkan. Ini mencakup ketentuan terkait alat 

tangkap yang digunakan, kuota penangkapan, dan 

area operasional yang diizinkan. Dengan demikian, 

UU Perikanan memberikan landasan hukum 

untuk mengawasi dan mengendalikan aktivitas 

kapal perikanan agar sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.

2. Tanggung jawab kapal perikanan terhadap  

      keberlanjutan sumber daya ikan 

Undang-undang ini menegaskan konsep 

penangkapan ikan yang berkelanjutan, melibatkan 

pengelolaan yang bijak terhadap jumlah dan 

jenis ikan yang boleh ditangkap. Ketentuan ini 

mencakup pembatasan kuota, penangkapan ikan 

berukuran kecil, dan larangan terhadap praktik-

praktik penangkapan yang merugikan ekosistem 

laut. Dengan demikian, UU Perikanan menciptakan 

landasan hukum yang kuat untuk mendukung 

prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan 

perikanan.

3. Tanggung jawab sosial kapal perikanan

Kapal perikanan diwajibkan mematuhi aturan 

yang berkaitan dengan kondisi kerja awak kapal, 

termasuk aspek kesejahteraan dan keselamatan 

kerja. Penyelenggaraan kesejahteraan ini melibatkan 

aspek pendidikan, pelatihan, dan perlindungan hak-

hak awak kapal. Oleh karena itu, UU Perikanan 

tidak hanya mencakup aspek teknis pengelolaan 

perikanan, tetapi juga memperhatikan dimensi 

sosial dalam operasional kapal perikanan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan 

bahwa UU Perikanan memiliki peran yang sangat 

penting dalam pengelolaan kapal perikanan di 

Indonesia dari perspektif yuridis. Dengan mengatur 

izin operasional, mendorong keberlanjutan sumber 

daya ikan, dan mengatur tanggung jawab sosial, 

UU Perikanan menciptakan kerangka hukum yang 

holistik untuk mendukung pengelolaan perikanan 

yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di 

Indonesia.

Ukuran kapal dalam peraturan perikanan 

di Indonesia diatur melalui berbagai parameter 

yang mencakup panjang kapal, berat bersih, dan 

daya jelajah. Undang-Undang No. 31 Tahun 

2004 tentang Perikanan telah menetapkan standar 

ukuran kapal yang memiliki tujuan utama untuk 

mengendalikan kapasitas tangkap dan mencegah 

eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya ikan 

(Dhaniswari & Rakhmagina, 2022). Sebagai contoh 

kapal perikanan yang melebihi batas ukuran tertentu 

mungkin dikenai pembatasan atau persyaratan 

tambahan dalam izin operasionalnya. Hal ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa ukuran kapal 

sesuai dengan kebutuhan penangkapan ikan yang 

berkelanjutan dan berkontribusi pada pelestarian 

sumber daya laut.

Jenis surat izin yang diperlukan untuk 

beroperasi juga menjadi aspek krusial dalam 

pengelolaan perikanan. Menurut (Rafli, 2021) Surat 

izin operasional kapal perikanan mencakup berbagai 

aspek, seperti jenis alat tangkap yang diizinkan, area 

operasional yang diizinkan, dan ketentuan terkait 

kuota penangkapan. Misalnya, kapal perikanan 

tertentu mungkin memerlukan izin khusus untuk 

menggunakan alat tangkap tertentu atau beroperasi 

di zona tertentu yang diatur oleh otoritas perikanan. 

Jenis surat izin ini memastikan bahwa setiap kapal 

perikanan beroperasi sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan untuk meminimalkan 

dampak negatif terhadap ekosistem laut dan 

menjaga keberlanjutan sumber daya ikan. Contoh 

konkrit dapat dilihat dalam izin penangkapan ikan 

tertentu yang dikeluarkan oleh otoritas perikanan. 

Misalnya kapal perikanan yang ditujukan untuk 

menangkap jenis ikan tertentu, seperti tuna, dapat 

memerlukan surat izin khusus yang mencantumkan 

jenis alat tangkap yang boleh digunakan, kawasan 
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penangkapan yang diizinkan, dan kuota penangkapan 

yang diperbolehkan. Oleh karena itu, jenis surat 

izin yang diperlukan sangat bervariasi sesuai dengan 

spesifikasi dan tujuan penggunaan kapal perikanan 

tersebut. Secara keseluruhan pengaturan ukuran 

kapal dan jenis surat izinnya dalam kerangka hukum 

perikanan di Indonesia memiliki tujuan utama untuk 

memastikan bahwa aktivitas perikanan berlangsung 

secara berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip 

keberlanjutan dan pelestarian sumber daya ikan 

(Pasisingi & Hafidz Olii, 2023).

Menurut (Azhar & Kristiyono, 2019) 

Kapal kecil memiliki peran yang signifikan dalam 

konteks perikanan di Indonesia.  Kapal perikanan 

berukuran kecil menjadi alat utama bagi masyarakat 

pesisir sebagaimana dijelaskan oleh KemenKKP 

sekitar 90% armada Indonesia didominasi oleh 

kapal skala kecil (Beritasatu,2019). Dalam tinjauan 

yuridis, Aspek keselamatan menjadi prioritas utama 

dalam pengelolaan kapal kecil. Karena ukurannya 

yang relatif kecil, kapal ini rentan terhadap 

kondisi cuaca buruk dan gelombang tinggi. Oleh 

karena itu, regulasi keselamatan kapal kecil harus 

memastikan bahwa setiap kapal dilengkapi dengan 

peralatan keselamatan yang memadai, seperti 

pelampung, alat komunikasi, dan navigasi yang 

sesuai. Penyelenggaraan pelatihan keselamatan 

juga menjadi bagian penting untuk meningkatkan 

pemahaman nelayan tentang tindakan-tindakan 

yang harus diambil dalam situasi darurat.

Registrasi kapal kecil memiliki dampak 

besar terhadap pengawasan dan pengelolaan 

perikanan. Seiring dengan peraturan terkait kapal 

perikanan, kapal kecil juga seharusnya tunduk pada 

proses registrasi yang memastikan identitas dan 

keberadaan mereka dapat dipantau oleh otoritas. 

Dengan registrasi yang baik, pemerintah dapat 

mengumpulkan data yang akurat mengenai jumlah, 

lokasi, dan aktivitas kapal kecil, yang sangat berguna 

dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan 

berkelanjutan (Kusumaningrum et al., 2021). 

Sebagaimana Pengaturan mengenai registrasi 

kapal perikanan juga tunduk pada rezim Undang-

Undang Pelayaran nomor 17 Tahun 2008, maka 

pendaftaran kapal perikanan yang diatur melalui 

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Juncto. 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan (Selanjutnya disebut UU Perikanan), 

dan sepanjang menyangkut aspek keselamatan 

dan keamanan pelayaran tunduk pada pengaturan 

Undang-Undang tentang Pelayaran ini.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 

tentang Pelayaran (UU Pelayaran) mengatur 

tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran kapal, 

termasuk kapal perikanan. Pasal 163 ayat 2 UU 

Pelayaran menyatakan bahwa Surat Laut untuk 

kapal berukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima 

Gross Tonnage) atau lebih, Pas Besar untuk kapal 

berukuran GT 7 (tujuh Gross Tonnage) sampai 

dengan ukuran kurang dari GT 175 (seratus tujuh 

puluh lima Gross Tonnage, dan Pas Kecil untuk 

kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh Gross 

Tonnage). 

UU Perikanan mengatur secara khusus 

mengenai kapal perikanan, mulai dari kewajiban-

kewajibannya, hingga persyaratan-persyaratannya. 

Pasal 61 ayat 5 UU Perikanan menyatakan 

bahwa Pemerintah mengharuskan nelayan kecil 

untuk mendaftarkan diri, usaha dan kegiatannya 

kepada instansi perikanan setempat, tanpa biaya 

dan digunakan untuk keperluan statistik serta 

pemberdayaan nelayan kecil.

Registrasi khusus kapal perikanan tidak 

terpusat hanya melalui kementerian perikanan dan 

kelautan saja, sama hal-nya dengan pendaftaran 

kapal-kapal lainnya yang melalui kementerian 

perhubungan, pendaftaran kapal perikanan pun dapat 

didelegasikan kepada pemerintah tingkat daerah. 

Hal ini diterangkan lebih lanjut dalam Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN-

KP) No. 5 tahun 2019 tentang Pendaftaran Kapal 

Perikanan yang menggolongkan sebagai berikut: 

Pasal 3: Kewenangan Pendaftaran Kapal Perikanan: 

a)	 Menteri berwenang melakukan Pendaftaran 

Kapal Perikanan berukuran diatas 30 (tiga puluh) 

gros ton, dioperasikan di WPP-NRI atau Laut 

Lepas, berbendera Indonesia dan dimiliki Orang 

Indonesia, yang dalam pelaksanaannya dilakukan 

oleh Direktur Jenderal; 

b)	 Gubernur berwenang melakukan Pendaftaran 

Kapal Perikanan berukuran: 105 Pasal 61 

ayat (5) Undang-Undang No. 31 tahun 2004 

tentang Perikanan 68 i. Diatas 10 (sepuluh) gros 

ton sampai dengan 30 (tiga puluh) gros ton, 

dioperasikan pada wilayah pengelolaan perikanan 

yang menjadi kewenangannya, berbendera 

Indonesia dan dimiliki Orang yang berdomisili 

di wilayah administrasi provinsi tersebut; dan 

ii. Sampai dengan 10 (sepuluh) gros ton yang 

beroperasi di laut, sungai, danau, waduk, rawa, 

dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan 

lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah 

provinsi pada wilayah pengelolaan perikanan yang 

menjadi kewenangannya, berbendera Indonesia 

dan dimiliki Orang yang berdomisili di wilayah 

administrasi provinsi tersebut; 



International Journal of Advances in Intelligent Informatics ISSN 2442-6571 
Vol. 8, No. 1, March 2022, pp. 1-11  1 

       https://doi.org/10.26555/ijain.v8i1.800    http://ijain.org         ijain@uad.ac.id  

An extended approach of weight collective influence  
graph for detection influence actor 
Galih Hendro Martono a,1, Azhari Azhari b,2,*, Khabib Mustofa b,3 
a Department of Informatics, Universitas Bumigora, Indonesia 
b Department of Computer Science and Electronics, Ubiversitas Gadjah Mada, Indonesia 
1 galih.hendro@mail.universitasbumigora.ac.id; 2  arisn@ugm.ac.id; 3 khabib@ugm.ac.id  
* corresponding author 

 

1. Introduction 
Hate speech is one of the significant topics of discussion related to social media analysis. It is mainly 

associated with the freedom of users to share content and opinions on existing social media platforms. 
Freedom of opinion in social media has also led to an increase in the number of hate speech through 
social media. This increase is one of the challenges faced by the government in uncovering influential 
actors of hate speech on social media and issuing a legal law in the form of the Information and 
Transaction Law of Electronics (UU ITE). One of the methods used to uncover influential actors is the 
centrality measure, which means the vital node in a network. It represents the influence of a person 
whose presence on the network tends to dominate others. There are numerous benefits associated with 
detecting actors on the network, such as explaining the network's dynamics. Some of the traditional 
methods widely used to detect the influence of a node in a network include Betweenness Centrality 
(BC), Degree Centrality (DC), and Closeness Centrality (CC) [1]. These metrics are evaluated according 
to the number of node connections, relationship with neighbours, and the path that crosses the node 
[2]. DC only looks at the target node's information  with low accuracy and time complexity [3]. DC and 
CC have a better result than BC, which has high time complexity [4]. Other methods include Cross-
Face Centrality [5]. Rahim et al. [6] collaborated centrality and similarity measurements used for friendly 
recommendation. Detection of the central or influential actors in a network is mainly out on social 
media, such as Twitter [7]–[12]. Besides, influential actors implement other fields, such as, cybercrime 
[13]–[15] and e-commerce [16]. 

ARTICL E  INFO  
 

ABSTRACT  
 

Article history 
Received February 10, 2022 
Revised March 15, 2022 
Accepted March 31, 2022 
Available online March 31, 2022 

 Over the last decade, numerous methods have been developed to detect the 
influential actors of hate speech in social networks, one of which is the 
Collective Influence (CI) method. However, this method is associated with 
unweighted datasets, which makes it inappropriate for social media, 
significantly using weight datasets. This study proposes a new CI method 
called the Weighted Collective Influence Graph (WCIG), which uses the 
weights and neighbor values to detect the influence of hate speech. A total 
of 49, 992 Indonesian tweets were and extracted from Indonesian Twitter 
accounts, from January 01 to January 22, 2021. The data collected are also 
used to compare the results of the proposed WCIG method to determine 
the influential actors in the dissemination of information. The experiment 
was carried out two times using parameters ∂=2 and parameter ∂=4. The 
results showed that the usernames bernacleboy and zack_rockstar are 
influential actors in the dataset. Furthermore, the time needed to process 
WCIG calculations on HPC is 34-75 hours because the larger the 
parameter used, the greater the processing time.  

This is an open access article under the CC–BY-SA license. 

    

 

 
Keywords 
Node central 
Centrality measure 
Collective influence 
Key actor 
Weight collective influence graph 

 

Keselamatan Kapal Perikanan: Tantangan dan Prospek Registrasi Kapal Kecil di Kepulauan Riau |  Silviani, N. Z., et al
Vol. 15, No. 1, Juni 2025, pp. 1-13

8

c)	 Bupati/wali kota berwenang melakukan 

Pendaftaran Kapal Perikanan berukuran sampai 

dengan 10 (sepuluh) gros ton beroperasi di 

sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air 

lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) 

daerah kabupaten/kota, berbendera Indonesia 

dan dimiliki Orang yang berdomisili di wilayah 

administrasi kabupaten/kota tersebut.

Secara singkat uraian diatas dapat dilihat pada  

Tabel 1.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 

No. 6 Tahun 2008 tentang Usaha Perikanan pada 

pasal 6 ayat 7 tidak mencantumkan pendaftaran 

dan penandaan kapal, namun, pengurusan izin 

usaha perikanan, izin penangkapan ikan, izin 

pembudidayaan ikan dan izin kapal pengangkut 

ikan diatur didalamnya. Pengecualian pembuatan 

SIUP diberikan kepada usaha perikanan yang 

hasilnya hanya untuk keperluan konsumsi, tidak 

diperdagangkan atau diperjualbelikan, olahraga 

serta untuk kepentingan penelitian dan ilmu 

pengetahuan.

Pemberdayaan nelayan lokal melalui kapal 

kecil menjadi fokus penting dalam kerangka 

pengelolaan. Dalam konteks ini, pemerintah 

seharusnya memberikan dukungan dalam bentuk 

pelatihan, pembiayaan, dan akses terhadap 

teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas 

dan kesejahteraan nelayan. Pemberdayaan ini dapat 

dilakukan melalui program-program pengembangan 

kapasitas, penyediaan peralatan modern, dan akses 

yang lebih mudah terhadap pasar, sehingga kapal 

kecil dapat berkontribusi secara maksimal pada 

pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat setempat  

(Bhaskara et al., 2023). Secara keseluruhan 

pengelolaan kapal kecil harus memperhatikan aspek 

keselamatan, registrasi, dan pemberdayaan nelayan. 

Dengan pendekatan yang holistik, kapal kecil 

Tabel 1. Pengaturan Pendaftaran Kapal Perikanan.

No Ukuran dalam Tonase Kapal Lembaga berwenang Dasar Hukum

1 >30 GT Kementerian Perikanan Pasal 36 UU Perikanan

Pasal 3 (a) Peraturan Menteri Perikanan No. 

5 tahun 2019

2 >10 GT s/d 30 GT Gubernur Pasal 3 (b) (1) Peraturan Menteri Perikanan 

No. 5 tahun 2019

3 <10 GT •	Gubernur (Kapal Laut)

•	Bupati/Walikota (Kapal di 

Sungai, Danau, Waduk dan 

Genangan Lainnya)

Pasal 3 (b) (2) Peraturan Menteri Perikanan 

No. 5 tahun 2019

Sumber: Peraturan Menteri Perikanan No. 5 tahun 2019.

dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung 

keberlanjutan perikanan dan kesejahteraan 

masyarakat nelayan di Indonesia.

3. Pengaturan Penerbitan Kapal Perikanan di  
     Kepulauan Riau dan Potensi Ancamannya

Pengaturan penertiban kapal perikanan di 

Kepulauan Riau memiliki peranan sentral dalam 

menjaga potensi besar sektor perikanan di wilayah 

tersebut. Menurut Peraturan Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2006 pemantauan 

dan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber 

daya kelautan dan perikanan dilakukan melalui 

perlindungan yang diimplementasikan oleh 

Pemerintah Provinsi. Regulasi ini menekankan 

perlunya kontrol yang ketat untuk memastikan 

keberlanjutan sumber daya kelautan di Kepulauan 

Riau. Namun, tantangan mungkin muncul dalam 

implementasi efektif dari regulasi ini, terutama di 

wilayah kepulauan yang kompleks (Kusuma, 2021).

Dinas Perikanan Kepulauan Riau bertanggung 

jawab atas penyusunan kebijakan terkait pengolahan 

dan pemasaran hasil perikanan. Langkah-langkah 

ini merupakan dasar perumusan kebijakan 

Pemerintah Daerah. Penerbitan izin dan pendaftaran 

menjadi instrumen penting dalam memonitor dan 

mengawasi kegiatan perikanan di wilayah tersebut. 

Pemerintah daerah juga melakukan koordinasi 

dengan Dinas Perikanan dan Unit Pelaksana Teknis 

Daerah (UPTD) untuk memastikan implementasi  

yang efektif dari peraturan-peraturan tersebut 

(Aryani, 2021). Keterlibatan dan pembinaan Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) juga menjadi 

fokus, menunjukkan komitmen untuk memastikan 

aspek operasional dan teknis terkendali. Meski 

demikian, implementasi efektif di lapangan 

mungkin menjadi titik kritis yang perlu diatasi. 

Melalui Peraturan Menteri Perikanan (Permen-KP) 

No. 5 tahun 2019 tentang perubahan dari Peraturan 
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Menteri Perikanan No. 23 tahun 2013 tentang 

Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan, 

Pemerintah Daerah Kepulauan Riau telah ditunjuk 

untuk melaksanakan komitmen terhadap penertiban 

kapal perikanan dengan menerapkan serangkaian 

langkah strategis. Langkah-langkah ini mencakup 

penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin 

pengadaan kapal penangkap ikan, dan izin 

pendaftaran kapal perikanan untuk kapal dengan 

ukuran di atas 10 GT hingga 30 GT. Sedangkan 

untuk pendaftaran kapal perikanan dibawah 10 

GT yang beroperasi di sungai, danau, waduk, rawa, 

dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan 

dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, berbendera 

Indonesia dan dimiliki Orang yang berdomisili 

di wilayah administrasi kabupaten/kota tersebut 

diserahkan kepada Bupati/Walikota. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan pendaftaran 

kapal perikanan di tingkat daerah didasarkan pada 

ukuran kapal, dengan kapal berukuran tonase kotor 

di bawah 10 GT dan berlayar di lautan didaftarkan 

sesuai mekanisme gubernur daerah setempat.

Potensi ancaman terhadap sektor kelautan 

Indonesia, terutama operasi ilegal penangkapan 

ikan, menjadi poin penting. Adanya regulasi yang 

mengatur wilayah melaut, peralatan yang digunakan, 

dan operasi ilegal menunjukkan kompleksitas 

ancaman yang dihadapi oleh Kepri. Pentingnya 

penertiban kapal perikanan di wilayah ini untuk 

melindungi sumber daya kelautan dan perikanan dari 

eksploitasi yang merugikan tidak dapat diabaikan. 

Dalam konteks pengaturan penertiban kapal 

perikanan di Kepulauan Riau peningkatan efektivitas 

memerlukan integrasi yang lebih baik antara 

regulasi nasional dan daerah. Selain itu, diperlukan 

investasi dalam sumber daya manusia yang terlatih 

dan peralatan pemantauan yang canggih (Kusuma, 

2021). Peningkatan koordinasi antar lembaga 

dan peningkatan respons terhadap pelanggaran 

akan menjadi kunci untuk mengatasi tantangan 

ini. Pemerintah daerah perlu terus meningkatkan 

langkah-langkahnya dalam mendukung pendaftaran 

kapal, sehingga dapat memastikan keberlanjutan 

sektor perikanan di Kepri. Dengan langkah-langkah 

ini, diharapkan dapat mengatasi potensi ancaman 

dan memastikan kelangsungan hidup sumber daya 

kelautan di Kepulauan Riau.

Peran Pemerintah Daerah Kepulauan 

Riau (Kepri) dalam pengaturan dan penertiban 

kapal perikanan menjadi krusial dalam menjaga 

keberlanjutan sumber daya kelautan di wilayah 

tersebut. Meskipun Pemerintah Daerah telah 

melakukan beberapa langkah strategis, masih 

terdapat ruang untuk perbaikan dan peningkatan 

efektivitas peran mereka. Pemerintah Daerah 

Kepri telah menunjukkan keseriusan dalam 

mengatur sektor perikanan melalui penerbitan izin 

usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal  

penangkap ikan, dan izin pendaftaran kapal 

perikanan (Giardinni et al., 2023). Namun, perlu 

dilakukan evaluasi terhadap proses penerbitan 

izin dan pendaftaran agar lebih efisien dan dapat 

mengakomodasi jumlah kapal perikanan yang besar 

di wilayah tersebut.

Implementasi penertiban kapal perikanan di 

Kepri masih dihadapkan pada tantangan sumber 

daya manusia dan teknologi. Diperlukan investasi 

lebih lanjut dalam pelatihan sumber daya manusia, 

seperti petugas pengawasan dan penegak hukum, 

agar dapat melakukan pemantauan dan penertiban 

dengan lebih efektif. Selain itu, perlu adopsi 

teknologi canggih, seperti sistem pemantauan 

satelit, untuk meningkatkan daya pantau dan 

respons terhadap aktivitas perikanan yang tidak 

sah (Pasisingi & Hafidz Olii, 2023). Koordinasi 

antar lembaga di tingkat daerah harus ditingkatkan. 

Sinergi antara Dinas Perikanan, Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (UPTD), dan lembaga terkait 

lainnya perlu diperkuat agar implementasi peraturan 

dapat berjalan sinergis dan efektif. Koordinasi yang 

baik akan mempercepat penanganan pelanggaran 

dan memastikan efisiensi dalam pemberian izin 

serta pendaftaran kapal perikanan terutama yang 

berukuran kecil.

Pemerintah Daerah Kepri perlu memperkuat 

upaya dalam melakukan patroli laut dan pemantauan 

wilayah perairan. Hal ini melibatkan peningkatan 

kapasitas armada patroli dan investasi dalam 

peralatan pemantauan laut yang modern. Dengan 

demikian, pencegahan dan penegakan hukum 

terhadap kapal perikanan ilegal dapat ditingkatkan. 

Pemerintah Daerah Kepri harus mendorong 

partisipasi aktif masyarakat nelayan dalam upaya 

penertiban. Sosialisasi mengenai pentingnya 

pendaftaran kapal perikanan dan dampak positifnya 

terhadap keberlanjutan sumber daya kelautan perlu 

ditingkatkan. Selain itu, memberikan insentif 

kepada nelayan yang taat aturan dapat menjadi 

motivasi tambahan. Secara keseluruhan dapat 

disimpulkan bahwa peran Pemerintah Daerah 

Kepulauan Riau dalam pengaturan dan penertiban 

kapal perikanan sudah menunjukkan langkah-

langkah yang positif. Namun, untuk meningkatkan 

efektivitasnya, diperlukan evaluasi menyeluruh 

terhadap implementasi peraturan, peningkatan 

koordinasi antar lembaga, investasi dalam sumber 

daya manusia dan teknologi, serta peningkatan 

partisipasi masyarakat nelayan. Dengan langkah-



International Journal of Advances in Intelligent Informatics ISSN 2442-6571 
Vol. 8, No. 1, March 2022, pp. 1-11  1 

       https://doi.org/10.26555/ijain.v8i1.800    http://ijain.org         ijain@uad.ac.id  

An extended approach of weight collective influence  
graph for detection influence actor 
Galih Hendro Martono a,1, Azhari Azhari b,2,*, Khabib Mustofa b,3 
a Department of Informatics, Universitas Bumigora, Indonesia 
b Department of Computer Science and Electronics, Ubiversitas Gadjah Mada, Indonesia 
1 galih.hendro@mail.universitasbumigora.ac.id; 2  arisn@ugm.ac.id; 3 khabib@ugm.ac.id  
* corresponding author 

 

1. Introduction 
Hate speech is one of the significant topics of discussion related to social media analysis. It is mainly 

associated with the freedom of users to share content and opinions on existing social media platforms. 
Freedom of opinion in social media has also led to an increase in the number of hate speech through 
social media. This increase is one of the challenges faced by the government in uncovering influential 
actors of hate speech on social media and issuing a legal law in the form of the Information and 
Transaction Law of Electronics (UU ITE). One of the methods used to uncover influential actors is the 
centrality measure, which means the vital node in a network. It represents the influence of a person 
whose presence on the network tends to dominate others. There are numerous benefits associated with 
detecting actors on the network, such as explaining the network's dynamics. Some of the traditional 
methods widely used to detect the influence of a node in a network include Betweenness Centrality 
(BC), Degree Centrality (DC), and Closeness Centrality (CC) [1]. These metrics are evaluated according 
to the number of node connections, relationship with neighbours, and the path that crosses the node 
[2]. DC only looks at the target node's information  with low accuracy and time complexity [3]. DC and 
CC have a better result than BC, which has high time complexity [4]. Other methods include Cross-
Face Centrality [5]. Rahim et al. [6] collaborated centrality and similarity measurements used for friendly 
recommendation. Detection of the central or influential actors in a network is mainly out on social 
media, such as Twitter [7]–[12]. Besides, influential actors implement other fields, such as, cybercrime 
[13]–[15] and e-commerce [16]. 

ARTICL E  INFO  
 

ABSTRACT  
 

Article history 
Received February 10, 2022 
Revised March 15, 2022 
Accepted March 31, 2022 
Available online March 31, 2022 

 Over the last decade, numerous methods have been developed to detect the 
influential actors of hate speech in social networks, one of which is the 
Collective Influence (CI) method. However, this method is associated with 
unweighted datasets, which makes it inappropriate for social media, 
significantly using weight datasets. This study proposes a new CI method 
called the Weighted Collective Influence Graph (WCIG), which uses the 
weights and neighbor values to detect the influence of hate speech. A total 
of 49, 992 Indonesian tweets were and extracted from Indonesian Twitter 
accounts, from January 01 to January 22, 2021. The data collected are also 
used to compare the results of the proposed WCIG method to determine 
the influential actors in the dissemination of information. The experiment 
was carried out two times using parameters ∂=2 and parameter ∂=4. The 
results showed that the usernames bernacleboy and zack_rockstar are 
influential actors in the dataset. Furthermore, the time needed to process 
WCIG calculations on HPC is 34-75 hours because the larger the 
parameter used, the greater the processing time.  

This is an open access article under the CC–BY-SA license. 

    

 

 
Keywords 
Node central 
Centrality measure 
Collective influence 
Key actor 
Weight collective influence graph 

 

Keselamatan Kapal Perikanan: Tantangan dan Prospek Registrasi Kapal Kecil di Kepulauan Riau |  Silviani, N. Z., et al
Vol. 15, No. 1, Juni 2025, pp. 1-13

10

langkah tersebut, diharapkan peran Pemerintah 

Daerah dapat lebih efektif dalam menjaga 

keberlanjutan sektor perikanan di Kepulauan Riau.

4. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan  
    Kapal Perikanan

Dari tinjauan hukum internasional terkait 

kebangsaan kapal berdasarkan UNCLOS 1982, 

dapat disimpulkan bahwa UNCLOS 1982 

memberikan kerangka hukum yang kokoh terkait 

keberadaan dan operasi kapal di laut internasional. 

Prinsip kebangsaan kapal memberikan kedaulatan 

kepada negara yang mendaftarkan kapal tersebut, 

dan hal ini mempengaruhi yurisdiksi negara atas 

kapal yang benderanya dibawa. UNCLOS 1982 juga 

mengklasifikasikan jenis-jenis kapal, memberikan 

dasar hukum untuk regulasi yang spesifik terkait 

setiap jenis kapal. Dalam konteks kapal perikanan, 

UNCLOS 1982 menetapkan hak dan kewajiban 

negara pantai serta negara bendera kapal perikanan, 

menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya 

ikan. Dari tinjauan yuridis terkait pendaftaran 

kapal perikanan di Indonesia, dapat disimpulkan 

bahwa Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran (UU Pelayaran) menjadi landasan hukum 

utama yang mengatur berbagai aspek terkait kapal 

di perairan Indonesia. UU Pelayaran menegaskan 

konsep bahwa kapal yang beroperasi di perairan 

Indonesia adalah perwakilan kedaulatan negara. 

UU ini juga menetapkan standar keselamatan, 

melarang pembuangan limbah tanpa izin, dan 

mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan dalam 

pengelolaan sumber daya laut. Undang-Undang No. 

31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan) 

menjadi landasan hukum penting yang mengatur 

izin operasional, tanggung jawab kapal perikanan 

terhadap keberlanjutan sumber daya ikan, dan aspek 

sosial kapal perikanan.

Dari analisis mengenai pengaturan 

penerbitan kapal perikanan di Kepulauan Riau dapat 

disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kepulauan 

Riau telah mengambil langkah-langkah positif 

dengan menerbitkan izin usaha perikanan tangkap, 

izin pengadaan kapal penangkap ikan, dan izin 

pendaftaran kapal perikanan. Meskipun demikian, 

masih terdapat tantangan terkait sumber daya 

manusia, teknologi, dan koordinasi antar lembaga 

yang perlu diatasi. Potensi ancaman terhadap 

sektor perikanan di Kepulauan Riau, terutama 

operasi ilegal penangkapan ikan, memerlukan 

peningkatan efektivitas implementasi regulasi dan 

koordinasi di tingkat daerah. Dari hasil analisis 

keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan 

bahwa peran Pemerintah Daerah Kepulauan Riau 

dalam pengaturan dan penertiban kapal perikanan 

sudah menunjukkan kemajuan positif. Namun, 

untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan 

evaluasi menyeluruh, peningkatan koordinasi antar 

lembaga, investasi dalam sumber daya manusia dan 

teknologi, serta peningkatan partisipasi masyarakat 

nelayan. Peningkatan SDM melalui SDM bidang 

perikanan yang berperan aktif untuk mengedukasi 

masyarakat pesisir, diharapkan berkolaborasi 

dengan Pemerintah Daerah dapat lebih efektif 

dalam menjaga keberlanjutan sektor perikanan di 

Kepulauan Riau. 

Jika melihat yang sudah dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah Kepulauan Riau (Kepri), tampak 

bahwa Pemerintah Daerah  telah mengambil 

langkah-langkah yang signifikan dalam mengatur 

dan menertibkan kapal perikanan di wilayahnya. 

Penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin 

pengadaan kapal penangkap ikan, dan izin 

pendaftaran kapal perikanan menjadi langkah 

strategis yang mendukung pengelolaan sumber 

daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. 

Meskipun demikian tantangan dan potensi 

ancaman terhadap sektor perikanan di Kepulauan 

Riau masih memerlukan perhatian serius. Faktor-

faktor seperti kurangnya sumber daya manusia 

yang terlatih, peralatan pemantauan yang terbatas,  

dan kompleksitas wilayah kepulauan menjadi 

hambatan utama dalam implementasi regulasi.  

Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap 

proses penerbitan izin dan pendaftaran kapal 

perikanan perlu dilakukan untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Petugas Pengawasan KSOP Batam., Kapal-kapal 

kecil yang berbentuk perahu dan dipasang “mesin 

tempel” berkecepatan tinggi, tidak memerlukan  

Port Clearance dan tidak dilakukannya pemeriksaan 

oleh Tim CIQP (Customs, Immigration, 
Quarantine and Port Master) dari Keimigrasian 

dalam perjalanannya yang menuju ke luar  

negeri, disebabkan pemeriksaan tersebut 

hanya dilakukan pada kapal-kapal resmi 

yang melakukan perjalanan ke luar 

negeri. Dengan kapal yang tidak terdaftar  

di KSOP, dan banyaknya pelabuhan-pelabuhan  

ilegal, permasalahan menjadi sulit diungkap  

dan diselesaikan, karena aturan mengenai 

pendaftaran kapal ukuran kecil (kurang dari 7 GT 

untuk kapal penumpang atau 10 GT untuk kapal 

perikanan) memang tidak memiliki aturan yang 

tegas dan tidak ada sanksinya. Begitu pula dengan 

pengoperasian pelabuhan-pelabuhan ilegal yang 

sering kali berpindah-pindah (Silviani, 2021).
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1. Introduction 
Hate speech is one of the significant topics of discussion related to social media analysis. It is mainly 

associated with the freedom of users to share content and opinions on existing social media platforms. 
Freedom of opinion in social media has also led to an increase in the number of hate speech through 
social media. This increase is one of the challenges faced by the government in uncovering influential 
actors of hate speech on social media and issuing a legal law in the form of the Information and 
Transaction Law of Electronics (UU ITE). One of the methods used to uncover influential actors is the 
centrality measure, which means the vital node in a network. It represents the influence of a person 
whose presence on the network tends to dominate others. There are numerous benefits associated with 
detecting actors on the network, such as explaining the network's dynamics. Some of the traditional 
methods widely used to detect the influence of a node in a network include Betweenness Centrality 
(BC), Degree Centrality (DC), and Closeness Centrality (CC) [1]. These metrics are evaluated according 
to the number of node connections, relationship with neighbours, and the path that crosses the node 
[2]. DC only looks at the target node's information  with low accuracy and time complexity [3]. DC and 
CC have a better result than BC, which has high time complexity [4]. Other methods include Cross-
Face Centrality [5]. Rahim et al. [6] collaborated centrality and similarity measurements used for friendly 
recommendation. Detection of the central or influential actors in a network is mainly out on social 
media, such as Twitter [7]–[12]. Besides, influential actors implement other fields, such as, cybercrime 
[13]–[15] and e-commerce [16]. 
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Hasil wawancara dengan narasumber 

mantan Kepala Satuan Polair Bintan menyatakan 

bahwa kapal-kapal ini senantiasa diparkir di 

daerah perkampungan warga yang cukup jauh dari 

pusat kota/kabupaten yang merupakan pesisir-

pesisir pantai yang menghadap langsung ke laut 

perbatasan, tanpa pengawasan maupun larangan oleh 

pemerintah lokal atau pemerintah daerah setempat. 

Kapal tersebut bisa digunakan pemiliknya sebagai 

kapal untuk memancing ikan di teluk sekitar pulau, 

dan tanpa diketahui lebih lanjut, digunakan untuk 

hal-hal lain yang terlarang. Ketiadaan mekanisme 

di tingkat Provinsi tentang pendaftaran kapal ini, 

menjadi awal permasalahan yang berdampak kepada 

kapal-kapal pribadi tersebut menjadi tidak terlacak 

saat berlayar melewati batas negara tanpa legalitas, 

dan yang terutama, tidak terlacak oleh otoritas lokal 

yang mengawasi wilayah laut (TNI AL, Kepolisian, 

dan Dinas Kelautan) (Ibid, n.d.).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa Kepulauan Riau masih rawan terdapat kapal-

kapal berukuran kecil yang tidak teregistrasi. Hal 

ini berpotensi berdampak pada keamanan dan 

pengawasan laut di wilayah tersebut. Beberapa 

konsekuensi yang mungkin timbul akibat keberadaan 

kapal-kapal tersebut antara lain adalah adanya kapal-

kapal tidak teregistrasi yang dapat menimbulkan 

risiko keamanan maritim, seperti penyelundupan 

barang ilegal, narkoba, atau manusia. Keberadaan 

kapal-kapal ini juga dapat dimanfaatkan oleh 

pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk 

kegiatan-kegiatan ilegal di laut.

Kapal-kapal kecil yang tidak terdaftar secara 

resmi dapat menjadi hambatan untuk navigasi 

kapal-kapal lain. Hal ini dapat meningkatkan 

risiko kecelakaan di laut, terutama di perairan 

yang sibuk atau digunakan untuk transportasi 

laut. Kurangnya registrasi kapal-kapal kecil dapat 

menyebabkan ketidak transparan dalam pengelolaan 

dan pengawasan sumber daya kelautan. Identifikasi 

kapal dan pemantauan aktivitas mereka menjadi 

sulit, yang dapat berdampak pada upaya pengelolaan 

sumber daya kelautan secara berkelanjutan. 

Keterbatasan informasi terkait kapal-kapal kecil 

yang tidak terdaftar membuat sulit bagi otoritas 

untuk melakukan pemantauan dan penegakan 

hukum secara efektif. Ini dapat memberikan peluang 

bagi pihak yang ingin menghindari pengawasan atau 

melakukan kegiatan ilegal.

Ketidakpatuhan terhadap registrasi kapal 

dapat menjadi hambatan dalam kerjasama regional 

untuk menjaga keamanan laut. Negara-negara 

tetangga mungkin menghadapi kesulitan dalam 

berkoordinasi dan berbagi informasi untuk 

mengatasi ancaman bersama. Dengan demikian, 

peningkatan pengawasan, penegakan hukum, dan 

kerjasama regional sangat penting untuk mengatasi 

masalah ini. Otoritas maritim dan lembaga terkait 

perlu bekerja sama untuk meningkatkan registrasi 

kapal, meningkatkan keamanan, dan menjaga 

ketertiban laut di Kepulauan Riau.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Peran pemerintah daerah dalam menghadapi 

tantangan dan prospek registrasi kapal kecil di 

Kepulauan Riau, keselamatan kapal perikanan 

menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian 

serius. Penelitian ini telah menguraikan berbagai 

aspek hukum internasional, yuridis terkait 

pendaftaran kapal perikanan di Indonesia, dan 

pengaturan penerbitan kapal perikanan di Kepulauan 

Riau. Dalam konteks ini, penutup ini merangkum 

beberapa temuan kunci dan memberikan pandangan 

terhadap langkah-langkah yang dapat diambil 

untuk meningkatkan keselamatan kapal perikanan 

di wilayah ini.

Kepulauan Riau dengan kekayaan sumber daya 

kelautan dan perikanan yang melimpah, menghadapi 

tantangan signifikan dalam menjaga keberlanjutan 

sektor perikanan. Meskipun Pemerintah Daerah 

Kepulauan Riau telah mengambil langkah-langkah 

strategis dalam pengaturan dan penertiban kapal 

perikanan, terdapat beberapa aspek yang perlu 

diperhatikan lebih lanjut. Peningkatan efektivitas 

penertiban memerlukan investasi yang lebih besar 

dalam sumber daya manusia dan teknologi. Pelatihan 

yang intensif bagi petugas pengawasan dan penegak 

hukum perlu menjadi prioritas, sambil mendukung 

adopsi teknologi canggih, seperti sistem pemantauan 

satelit, untuk memperkuat pemantauan dan respons 

terhadap aktivitas perikanan ilegal.

Dengan mandat yang telah diturunkan 

melalui berbagai peraturan,. Pemerintah Daerah 

baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota 

perlu meningkatkan koordinasi antar lembaga dan 

ketegasan dalam penerapannya di tingkat daerah. 

Sinergi yang baik antara Dinas Perikanan, Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dan lembaga 

penegak hukum lainnya menjadi kunci untuk 

implementasi peraturan yang sinergis dan efektif. 

Dengan peningkatan koordinasi, penanganan 

pelanggaran dapat dipercepat, dan pengawasan 

terhadap kapal perikanan dapat berjalan lebih 

efisien. Pemberdayaan masyarakat nelayan juga 

menjadi aspek penting dalam keselamatan kapal 

perikanan. Sosialisasi intensif mengenai pentingnya 

pendaftaran kapal, kepatuhan terhadap regulasi, dan 

dampak positifnya terhadap keberlanjutan sumber 
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daya kelautan perlu ditingkatkan. Memberikan 

insentif kepada nelayan yang taat aturan dapat 

menjadi motivasi tambahan untuk meningkatkan 

kesadaran dan kepatuhan.

Dengan demikian meskipun terdapat 

tantangan yang perlu diatasi, terdapat prospek 

untuk meningkatkan keselamatan kapal perikanan 

di Kepulauan Riau. Melalui kerjasama antar 

lembaga, investasi dalam sumber daya manusia 

dan teknologi, serta pemberdayaan masyarakat  

nelayan, diharapkan sektor perikanan dapat terus 

berkembang secara berkelanjutan. Keberhasilan 

dalam mengatasi tantangan ini tidak hanya akan 

meningkatkan keselamatan kapal perikanan tetapi 

juga menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan 

masyarakat nelayan di Kepulauan Riau. Dengan 

langkah-langkah yang tepat, Kepulauan Riau 

kedepannya dapat menjadi contoh dalam 

implementasi praktik terbaik untuk pengelolaan 

perikanan yang berkelanjutan.
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